
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

SALTNAN 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 8 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

Menimbang 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang · Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dasar pelaksanaan anggaran . yang 
mengalami pergeseran atas persetujuan Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah atau Sekretaris Daerah dilakukan dengan 
cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan terdapat 
kegiatan mendesak yang anggarannya tidak cukup tersedia 
dan/ atau tersedia. pada Organisasi Perangkat Daerah yang 
tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yakni kegiatan 
pengamanan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati 
Kotawaringin Barat, pembebasan lahan Masjid Agung 
Pangkalan Bun dan Kegiatan Paskibra; 

c. bahwa pergeseran anggaran serta tambahan anggaran untuk 
keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 
telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 04/DPRD-KTB/IV/2017 tanggal 31 Maret 2017 
tentang Pergeseran Anggaran dan Kegiatan Mendahului 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Kotawaringin Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang 
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); . 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016, Nomor 541); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2007 Nomor 32); 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 66); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 67). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 78 

TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2017. 

Pasall 

· Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin 

Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 78), 

diubah sebagai berikut: 

1. Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 terdiri atas: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

Rp. 154.892.190.000,00 

Rp. 953.269.044.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 203.621.002.500,00 

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.311.782.236.500,00 

2. Belanja Daerah 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Hibah 

Rp. 446.861.667.000,00 

Rp. 26.661.865.000,00 
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3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.448.000.000,00 

4) Belanja Bagi Hasil Rp. 6.052.621.000,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 142.566.455.500,00 

6) Belanja Tidak Terduga RQ. 5.413.651.000100 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 630.004.259.500,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 92.484.814.520,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 240. 763.550.668,00 

3) Belanja Modal RQ. 346. 988.248.812100 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 680.236.614.000,00 

Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.310.240.873.500,00 

Surplus / (Defisit) Rp. 1.541.363.000,00 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 8.458.637.000,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan RQ. 10.000.000.000100 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. ( 1.541.363.000,00) 

Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan -
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 --=-'---------------=----------

Pasal 2 

2. Lampiran I, Lampiran II (SKPD : Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas 

Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian; Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Kepemudaan 

dan Olah Raga; Dinas Pariwisata; Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan 

Pendapatan Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan) dan Lampiran III diubah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 25 April 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

Ttd. 

MASRADIN 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 25 April 201 7 

Pj. BUPATI K0TAWARINGIN BARAT, 

Ttd. 

NURULEDY 

H KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 8 
r 

Salinan se 
KEPALA JfM~rft""'KlJ 

M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si 
NIP. 19600426 199311 1 002 


